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Pendidikan dan latihan aparatur, sebagai bagian integral dari kebijaksanaan personil dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah, selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial untuk keberhasilan pelaksanaan tugas, juga dimaksudkan sebagai sarana pembentukan dan pembinaan sikap disiplin dan mental, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab serta keteladanan aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Untuk maksud tersebut, program pendidikan dan latihan aparatur perlu disusun secara konsensional/operasional sesuai kebijaksanaan Pemerintah (REPELITA V Nasional/REPELITA V Departemen Dalam Negeri) dan berdasarkan kebutuhan nyata di Daerah (Repelita v Daerah) yang diarahkan kepada peningkatan kualitas, profesionalisme dan mentalitas dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan aparatur yang kreatif dan produktif, bersih dan berwibawa, serta efisien dan efektif, sehingga dapat membentuk citra aparatur pemerintah yang menjadi dambaan masyarakat.

Di daerah, tanggung jawab peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan berada pada Kepala Wilayah/Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka penyusunan program pendidikan dan latihan aparatur dalam jajaran Departemen Dalam Negeri/Pemda, setiap Pemerintah Daerah Tingkat I supaya berpedoman pada hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini, dengan urutan sebagai berikut:

I. KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT

II. LANDASAN PENYUSUNAN PROGRAM

III. SASARAN

IV. PROGRAM TAHUNAN

V. EVALUASI

VI. PENUTUP

I. KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT

Untuk lebih memantapkan penyusunan program pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan daerah, agar dibentuk suatu Tim Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur pada setiap Propinsi DATI I yang dikoordinasikan oleh SEKWILDA  Tingkat I dengan anggotanya terdiri dari Asisten SEKWILDA Tingkat I bidang Administrasi dan Umum, Ketua BAPPEDA Tingkat I, Kepala DIKLATPROP, Direktur APBN, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Pembangunan, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana serta pejabat lainnya yang terkait. Untuk Propinsi DATI I Sumatera Barat, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta dan Sulawesi Selatan serta Propinsi DATI I yang menjadi wilayah kerjanya supaya mengikutsertakan pula Kepala DIKLATWIL sebagai anggota.
II. LANDASAN PENYUSUNAN PROGRAM

1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1988.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian .

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Organisasi Sekolah Tinggi dan Akademi.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/1990-1993/1994.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun V Departemen Dalam Negeri Tahun 1989/1990-1993/1994.

9. REPELITA V Daerah 1989/1990-1993/1994.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Latihan Pra-Jabatan Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Wilayah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi.

13. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1988 t Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Aparatur Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan APDN.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan Wisuda Terpusat APDN di Jakarta.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1988 tentang Penyertaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan APDN/Terpusat.

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penataran Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Isteri peserta Diklat Penjenjangan SESPA dan SEPADYA di lingkungan Departemen Dalam negeri.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendidikan dan Latihan Penjenjangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri R.I. dan Menteri Pertahanan Keamanan R.I. Nomor 35 Tahun 1989                
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tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan  Latihan Pertahanan Keamanan Negara bagi Aparat Departemen Dalam Negeri.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1989 tentang Ketentuan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Keputusan MDn n 64 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi.

22. Instruks Menteri Dalam Negeri Nomor  972-134 tanggal 18 Pebruari 1989 tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan APDN/Terpusat dari APBD Propinsi Daerah Tingkat I Tahun anggaran 1989/1990.
23. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan aparatur dan diklat kedinasan.

24. Kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah (MENPAN dan Menteri Dalam Negeri) di bidang pembinaan aparatur khususnya pendidikan dan latihan.

III. SASARAN

Disamping sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam REPELITA (Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Daerah), maka dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, yang dititikberatkan pada pelaksanaan otonomi Daerah Tingkat II, sasaran utama pendidikan dan latihan sedapat mungkin diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas aparatur di tingkat Kabupaten/Kotamadya DATI II dan Kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian daerah Tingkat II dalam mengurus rumah tangganya atas kemampuannya sendiri serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh aparat PEMDA Tk II, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

IV. PROGRAM TAHUNAN

Sebagai penegasan dan penjelasan selanjutnya dari Surat Kawat Menteri Dalam Negeri No. 890/2590/SJ tanggal 7 September 1989, untuk tahun anggaran 1990/1991 serta tahun-tahun berikutnya penyusunan program pendidikan dan latihan aparaur di daerah dengan penyusunan anggarannya berpedoman pada pokok-pokok sebagai berikut:

A. PENDIDIKAN DAN LATIHAN KADER

1. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)

a. Melanjutkan pendidikan dan pengasuhan bagi para mahasiswa Tingkat II dan III pada 20 APDN yang telah ada. Khusus bagi mahasiswa Tingkat III, dalam rangka penyelesaian pendidikanna,agar program KKN/Praktek kerja lapangan diarahkan pada Desa/kelurahan di Kecamatan, dengan penyebaran 12 orang mahasiswa dalam Desa/kelurahan di Tiap kecamatan.
b. Melanjutkan penyertaan dana dari APBD Tingkat I untuk membiayai APDN yang bersifat nasional yang terdiri dari :
1) 500 orang mahasiswa yang diterima pada tahun ajaran 1989/1990 di APDN yang bersifat nasional, di Semarang dan Malang, yang selanjutnya pada tahun ajaran 1990/1991 mahasiswa yang naik ke tingkat II akan dipindahkan ke APDN yang bersifat nasional di Bandung. Jumlah mahasiswa tiap Propinsi sebagaimana ditetapkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1989 tentang Sumbangan Wajib Biaya operasional Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Pra APDN Nasional di Malang dan Semarang berikut Pengelolaannya.
2) 500 orang mahasiswa baru yang akan diterima pada APDN di Bandung untuk tahun ajaran 1990/1991.

c. Melanjutkan kewajiban setiap Pemerintah Daerah Tingkat I untuk membiayai kegiatan seleksi calon mahasiswa baru APDN tahun 1990/1991, serta wisuda APDN terpusat di Jakarta tahun 1990/1991.
d. Melanjutkan penyertaan dana dari APBD Tingkat I untuk pembangunan tahap berikutnya Kampus APDN yang bersifat nasional di Bandung (dengan Instruksi mdn tersendiri).
2. Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)

Melanjutkan bantuan Pemerintah Daerah untuk biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi para mahasiswa tugas belajar ke IIP. Menyiapkan calon mahasiswa yang akan mengikuti testing masuk IIP dengan dana untuk pelaksanaan testing masuk tersebut yang akan dilakukan di daerah-daerah, dengan berpedoman pada jumlah mahasiswa dan biaya berdasarkan ketentuan tahun 1989/1990.
Kurikulum di IIP juga akan diarahkan kepada penyelenggaraan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang lebih ditingkatkan efektifitasnya termasuk penyelenggaraan KKN kepada lokasi kecamatan yang diprogramkan.

3. Perguruan Tinggi Negeri

Sampai saat ini masih dirasa perlu untuk melanjutkan kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri, khususnya dalam hal penyediaan tenaga/personil yang memiliki kulifikasi sarjana.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah tetap melanjutkan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada para mahasiswa tugas belajar ke perguruan tinggi negeri, dengan berpedoman pada ketentuan tahun 1989/1990.

4. Kursus Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (SUSPINPEMDAGRI)

Melanjutkan bantuan tiap Pemerintah Daerah Tingkat I untuk SUSPIMPEMDAGRI Angkatan berikutnya yang diselenggarakan di SECAPA TNI Angkatan Darat di Bandung, dengan jumlah peserta seluruhnya ± 1000 orang.

B. PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN

Dalam rangka mempersiapkan para pejabat struktural untuk memegang jabatan yang lebih tinggi atau pemantapan bagi para pejabat yang telah menduduki jabatan struktural tertentu, perlu melanjutkan penyediaan dana APBD Tingkat I maupun Tingkat II untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SEPADA (Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar) bagi para pejabat eselon V, atau yang potensial dan dipersiapkan untuk memegang jabatan eselon V, dilaksanakan di setiap Propinsi DATI I, minimal 2 angkatan. 

2. SEPALA (Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan) bagi para pejabat eselon IV atau pejabat eselon V yang potensial dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan eselon IV . SEPALA dilaksanakan 2 (dua) angkatan di tiap Propinsi DATI I. bagi Propinsi DATI I yang belum dapat melaksanakan SEPALA supaya menyiapkan calon peserta minimal 1 angkatan dan dapat mengirimkan pesertanya ke DIKLATWIL Bukitinggi, Bandung, Yogyakarta dan Ujungpandang, dengan daya tampung sebagai berikut:

a. DIKLATWIL Bukittinggi

: 2 angkatan

b. DIKLATWIL Bandung

: 2 angkatan

c. DIKLATWIL Yogyakarta

: 2 angkatan

d. DIKLATWIL Ujungpandang
: 2 angkatan

3. SEPADYA (Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya) bagi para Pejabat eselon III, atau pejabat eselon IV yang potensial dan disiapkan untuk menduduki jabatan eselon III. SEPADYA dilaksanakan di DIKLATWIL Bukittinggi (2 angkatan), Bandung (2 angkatan), Yogyakarta (7 Angkatan), dan Ujungpandang (2 angkatan).
4. SESPA (Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi ) bagi para pejabat eselon II, atau pejabat eselon III yang potensial dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan eselon II, yang diselenggarakan di Jakarta untuk 4 angkatan.

5. Departemen Dalam Negeri juga menyediakan dana APBN untuk menyelenggarakan SEPADYA masing-masing 1 angkatan di setiap DIKLATWIL dan SESPA sebanyak 1 angkatan di Jakarta, dengan peserta utamanya dari Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri. Bagi peserta yang berasal dari Daerah, program SEPADYA dan SESPA ini tetap memerlukan bantuan dana APBD Tingkat I atau Tingkat II seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu untuk biaya perjalanan pp., uang saku, pembelian buku-buku/diklat, praktek kerja lapangan, penulisan paper dan lain-lain.

6. Persyaratan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Penjenjangan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendidikan dan Lathan Penjenjangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri, antara lain berupa keharusan untuk mengikuti Ujian seleksi, yang penyelenggaraannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

7. Penyusunan kebutuhan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan didasarkan pada ratio antara jumlah lulusan dengan jumlah jabatan struktural di daerah.

8. Biaya pengirman peserta SEPALA dan SEPADYA di tiap DIKLATWIL serta SESPA di Jakarta, berpedoman pada biaya sebagaimana disebutkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Nopember 1988 No. 890/3664/SJ perihal Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Tahun 1989/1990 Juncto tanggal 28 Desember 1987 Nomor 890/880/Diklat perihal Program Pendidikan dan Latihan Aparatur tahun 1988/1989, dan disesuaikan dengan keadaan tahun 1990/1991 dan perkembangan setiap tahunnya.

9. Disamping penyediaan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut di atas, perlu pula penyediaan dana untuk Penataran peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan bagi isteri Peserta Pendidikan dan Latihan Penjenjangan SESPA dan SEPADYA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri n 4 Tahun 1989. seperti diketahui, penataran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan isteri pejabat lulusan SESPA dan SEPADYA agar memiliki rasa percaya diri sebagai pendamping Pejabat Pemerintah di Daerah sehingga dapat berperan untuk menunjang keberhasilan tugas di daerah. Penataran ini berlangsung selama satu minggu dan dilaksanakan pada masa terakhir dari penyelenggaraan SESPA dan SEPADYA .
C. PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEHNIS FUNGSIONAL DAN PENATARAN

Program pendidikan dan latihan untuk peningkatan kemampuan professional aparatur dalam pelaksanaan tugas tehnis fungsional, serta orientasi terhadap pelaksanaan tugas bidang-bidang tertentu yang perlu diprioritaskan adalah :

1. Pendidikan dan latihan dibidang perencanaan dan tatalaksana pembangunan daerah (PTPD) terutama bagi Dati II yang belum menyelenggarakannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Tingkat II yang terdiri dari :

a. Diskusi Panel Pembangunan Daerah

Diskusi Panel selama 2 hari yang diikuti oleh Bupati/Walikotamadya KDH Tk II, Ketua DPRD Tingkat II, disertai Ketua BAPPEDA Tingkat II, BAPPEDA dan Dinas/Instansi dari DATI II yang bersangkutan.

Diskusi Panel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pejabat pimpinan di Daerah Tingkat IIakan pentingnya pembangunan lintas sektor di Daerah Tingkat II dengan membahas berbagai permasalahan dalam perencanaan dan tatalaksana pembangunan daerah.

b. Kursus Orientasi Pembangunan Daerah (KOPD)

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pejabat di daerah akan pentingnya pembangunan lintas sektoral dan koordinasi pelaksanaan pembangunan antar sektor di Daerah Tingkat II. Kursus ini berlangsung selama 6 hari diikuti oleh Kepala Bagian Pembangunan, kepala Bagian keuangan, kepala Kantor Bangdes, Sekretaris Bappeda Tingkat II dan para Kepala Dinas Tingkat II.

c. Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LPTPD)

Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan Bappeda Tingakt II dalam proses perencanaan pembangunan di Daerah serta mengusahakan keterpaduan antara rencana pembangunan nasional dan daerah. Selain itu latihan ini juga membekali pada peserta dengan kemampuan perencanaan yang memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada di daerah. Latihan ini berlangsung selama 20 minggi dengan perincian 6 minggi di kelas dan 14 minggu on the job training di masing-masing Kabupaten Dati II untuk menyusun KPS (Kerangka Pembangunan Strategis)  di Kabupaten/Kodya Dati ii masing-masing. Bagi daerahyang belum menyelenggarakan program latihan ini supaya menyelesaikannya sebelum tahun 1991.
2. Latihan PMS (Project Management Systems)
Latihan ini diwajibkan untuk para Pemimpin Proyek, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan bagi para pemimpin Proyek di Propinsi DATI I dan Kabupaten/Kotamadya DATI II. Didalam latihan yang berlangsung selama 2 minggu ini, diberikan pula materi mengenai pengelolaan keuangan proyek-proyek bantuan luar negeri.
3. Kursus Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah
Kursus ini dimaksudkan agar para anggota Badan Pengawas perusahaan Daerah dapat memahami prnsip-prinsip manajemen perusahaan sehingga akan memudahkannya dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap manajemen Perusahaan Daerah. Lama kursus adalah 2 minggu.
4. a. Kursus  Orientasi Pembangunan Perkotaan bagi Para Camat Wilayah Perkotaan.
Kursus ini dimaksudkan agar para Camat di wilayah Perkotaan dapat lebih memahami dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah mengenai penataan pembangunan dan manajemen perkotaan.
b. Penataran Camat selaku Penjabat pembuat Akte Tanah kepada para Camat sebagai Penjabat Pembuat Akte Tanah baik di wilayah perkotaan maupun non perkotaan perlu diadakan penataran bersama penjabat pembuat Akte Tanah lainnya dan para notaries di Propinsi yang bersangkutan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.

5. Kursus Pemerintahan Desa, bagi para Kepala Desa
Dengan menyempurnakan menyelenggarakan latihan bagi aparatur pemerintah Desa/pemerintah Kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1988, maka secara khusus perlu diprogramkan Kursus pemerintahan Desa. Kursus ini adalah untuk para Kepala Desa/Kelurahan yang baru dipilih/diangkat, dengan maksud agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Desa serta pelayanan masyarakat.
Kursus dibagi dalam 3 fase yaitu:

a. Fase I

: Berlangsung selama 2 minggu, dengan materi mengenai administrasi pemerintahan di daerah khususnya administrasi pemerintahan desa.

b. Fase II

: Diselenggarakan 6 bulan setelah se-lesai tahap I. kursus berlangsung selama 2 minggu, dengan materi mengenai bidang pertanian dalam arti luas, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan/prioritas daerah.

c. Fase III

: Diselenggarakan 6 bulan setelah selesai Fase II. Kursus berlangsung selama 2 minggu, dengan materi mengenai pendidikan kesehatan masyarakat dan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat lainnya.

6. Kursus Pembinaan Teritorial dan Analisa potensi Wilayah bagi para Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II.
Kursus ini berlangsung selama 3 sampai dengan 4 minggu di Jakarta, dengan maksud agar para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah mempunyai kemampuan dalam pembinaan territorial serta dapat menganalisa potensi yang ada di wilayahnya guna dimanfaatkan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
7. Kursus Legislatif bagi para anggota DPRD Tingkat I dan Tingkat II
Kursus ini dimaksudkan agar para anggota DPRD Tingkat I dan Tingkat II memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya selaku partner Kepala Daerah, memiliki kepekaan dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, serta dapat berperan sebagai jembatan antara Pemerintah dan masyarakat. Kursus ini berlangsung selama 3 minggu dan untuk penyelenggaraannya dapat dilakukan bersama dengan Universitas Negeri setempat.
8. Kursus Manajemen keuangan dan pendapatan Daerah
Kursus ini diikuti oleh para kepala/staf Bagian Keuangan dan Kepala/Staf Dinas Pendapatan Dati II serta pejabat dari Perusahaan daerah, dalam bentuk Latihan Keuangan Daerah (LKD) dan Kursus Keuangan Daerah (KKD), yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Departemen Keuangan dan dimungkinkannya diselenggarakan kerjasama dengan Universitas di Daerah.
9. Kursus Administrasi Keuangan
10. Kursus Bendaharawan
Peserta Kursus Bendaharawan terdiri dari :
1) Seluruh bendaharawan proyek dan rutin di Propinsi DATI I dan Kabupaten/Kotamadya DATI II.

2) Petugas keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten/Kotamadya DATI II dan Kecamatan.

3) Petugas keuangan pada kantor Kecamatan.

Mulai tahun 1990/1991 semua bendaharawan serta petugas keuangan tersebut di atas harus telah mengikuti Kursus bendaharawan, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Departemen Keuangan, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

11. Kursus Perlengkapan
12. Kursus Administrasi Kepegawaian 
Kursus ini adalah Kursus Administrasi Kepegawaian yang dilengkapi dengan kurikulum mengenai bahan-bahan (di bidang pengelolaan Kepegawaian ) yang diperoleh melalui temuan-temuan Inspektorat jenderal Depdagri dan Itwilprop. Dengan penyusunan program Diklat yang kurikulumnya disusun bersama dengan Biro Kepegawaian, BAKN, Kantor MENPAN maka masalah dan temuan kasus yang berkembang di bidang Kepegawaian dapat ditekan seminimal mungkin.
13. Latihan Analisis Jabatan 
Latihan ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga analis yang mampu menyusun analisis jabatan, baik jabatan struktural maupun non struktural , untuk menghasilkan informasi jabatan yang merupakan dasar dan instrument dalam penyusunan program di bidang Kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan. Latihan dilaksanakan dengan system TOT (Trainng of Trainers) selama 4 (empat) mingu. Peserta latihan adalah para pejabat dari Biro Organisasi dan Tatalaksana, Biro Kepegawaian dan DIKLATPROP. Jumlah peserta adalah 5 orang dari Propinsi Dati I dan 3 orang dari Kabupaten/Kotamadya Dati ii. Latihan untuk tingkat Propinsi DATI I dilaksanakan di Pusat/Jakarta dan untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya DATI II dilaksanakan di Propinsi DATI I yaitu di DIKLATPROP atau DIKLATWIL sedangkan di Daerah yang tidak terdapat DIKLATPROP atau DIKLATWIL, latihan dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian bersama Biro Organisasi dan Tatalaksana. Para Pelatih di Daerah adalah mereka yang telah lulus dalam latihan TOT yang diselenggarakan di Pusat.
14. Kursus Ke-HANSIP-an, yang terdiri dari :
a. Kursus Kader Pelaksana B (SUSKALAK B)
b. Kursus Kader Pelaksana A (SUSKALAK A)

c. Kursus Kader Pimpinan HANSIP (SUSKAPIN HANSIP).

15. Penataran Peradilan tatalaksana pelayanan kesehatan  Usaha Negara 
16. Kursus Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
17. Kursus Administrasi Perkantoran
18. Kursus Kearsipan
19. Kursus Organisasi dan Tatalaksana (Organisasi dan Metode), yang diselenggarakan bersama-sama dengan Management Skill Seminar dengan petunjuk dari Badan Pendidikan dan Latihan bersama Lembaga Administrasi Negara .
20. Kursus Kehumasan
21. Kursus Keprotokolan
22. Kursus di bidang Hukum/Tehnik Perundang-undangan (legal drafter)
23. Kursus Pengawasan
24. Kursus Administrasi Kependudukan
25. Kursus Telekomunikasi
26. Pendidikan tentang ketertiban umum bagi satuan Mantri Polisi Pamong Praja Kecamatan.
27. Penataran Pembinaan Kecamatan Terpadu
Penataran ini diikuti oleh Camat, DANRAMIL, KAPOLSEK, dan Pembantu Jaksa di Kecamatan, dengan tujuan untuk terciptanya kesatuan bahasa dan kerjasama yang baik dalam pembinaan wilayah kecamatan. Penataran diselenggarakan selama 1 minggu.
28. Berbagai Kursus/Latihan bagi para pejabat Dinas otonom.
Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II perlu pula menyusun program kursus/Latihan bagi para pejabat Dinas Otonom terutama Dinas Otonom Tingkat II sebagai usaha untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II. Penyusunan Program supaya mempedomani petunjuk di bidang pendidikan dan latihan dari masing-masing Departemen teknis, dengan tetap memasukkan kurikulum dibidang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah/Desa pada setiap jenis kursus/latihan.
29. Penataran Supra INSUS/BIMAS dan Perkoperasian bagi para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
Penataran ini diselenggarakan bagi KDH Tingkat II yang belum mengikuti penataran, berlangsung selama 2 minggu di Jakarta dengan tujuan untuk mensukseskan program pembangunan pertanian dan pembinaan khususnya kelompok tani dan KUD.
30. Kursus Pembinaan Sosial Politik bagi para pejabat Direktorat Sosial Politik Propinsi DATI I dan Kantor Sosial politik Kabupaten/Kotamadya DATI II.
31. Kursus Pembinaan Pembangunan Desa untuk pejabat Direktorat/Kantor Bangdes Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.
32. Kursus Bahasa Inggris
Kursus ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris (lisan dan tulisan) bagi aparatur di Daerah, baik untuk persiapan dalam rangka melanjutkan pendidikan ke luar negeri maupun untuk pelaksanaan tugas sehari-hari. Pelaksanaan kursus dapat dilakukan dengan Universitas/Perguruan Tinggi dan Lembaga Bahasa setempat; satu dan lain hal dengan mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26-4-1985 Nomor 890/4581/57 tentang Program Pendidikan Bahasa Inggris bagi Pejabat Daerah.
33. Pendidikan dan Latihan di luar negeri
Program pendidikan dan latihan di luar negeri terdiri dari :
a. Program jangka pendek untuk latihan-latihan yang lamanya 1 bulan sampai 6 bulan.

b. Program jangka panjang untuk pendidikan Diploma, Master dan Doktor, yang lamanya 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

c. Seminar, studi perbandingan, orientasi, yang lamanya 1 minggu sampai dengan 4 minggu.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Daerah hendaknya mempersiapkan calon-calon peserta yang memenuhi syarat untuk masing-masing jenis pendidikan. Para SEKWILDA Tingakt II akan dilibatkan dalam penyusunan program pendidkan dan latihan (training plan) ke luar negeri. Untuk maksud tersebut Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan BAPPENAS dan LAN akan menatar para SEKWILDA Tingkat I selama satu minggu di Jakarta guna diberikan pengarahan menyusun training plan.

34. Kursus Tenaga Pengajar/Penatar/Pelatih atau Training of Trainers (TOT).
Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pengajar/penatar/pelatih yang tidak hanya menguasai materi yang diajarkan/dilatihkan tetapi juga menguasai tehnik-tehnik mengajar/melatih yang efektif, perlu diprogramkan Training of Trainers (TOT) untuk pendidikan dan latihan tertentu, yaitu:
a. TOT untuk kursus Administrasi pemerintah Desa.

Peserta Kursus antara lain terdiri dari para pejabat bagan pemerintahan Desa, bagian Keuangan, bagian Hukum pada kantor SEKWILDA Tingkat II. Kantor Walikotamadya Administratip, serta bidang Pemerintahan dan Sub bagian Desa pada kantor Pembantu Gubernur /Pembantu Bupati.

b. TOT untuk Kursus-kursus ke-HANSIP-an.

35. Studi Perbandingan aparat Kabupaten/Kotamadya Dati II ke Kabupaten/Kotamadya Dati II di propinsi DATI I lain yang dinilai lebih maju.
D. LATIHAN PRA JABATAN 

Pelaksanaan latihan Pra Jabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil dilanjutkan sesuai dengan Program yang telah ditetapkan dan yang ketentuan penyelenggaraannya akan disampaikan tersendiri.
Pelaksanaan Latihan pra-Jabatan akan dikaitkan dan diintegrasikan dengan :

1. PROGRAM DIPLOMA I

Untuk memberikan pengetahuan mengenai penyelenggaraan administrasi Pemerintahan di Daerah dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas di bidang masing-masing, perlu diselenggarakan pendidikan Diploma I bagi para Pegawai Negeri Sipil lulusan SLTA yang sekaligus dikaitkan dengan pelaksanaan latihan Pra-Jabatan.

Pendidikan Diploma ini diselenggarakan selama 1 tahun di tiap Propinsi Dati I. dengan akan diintegrasikannya APDN yang ada di 20 Propinsi Dati I maka APDN tersebut dialihkan tugas dan fungsinya menyelenggarakan DIKLAT serta akan diarahkan pemanfaatannya untuk kepentingan antara lain penyelenggaraan pendidikan Diploma I ini, dengan pengendalian dari Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri.

2. PENDIDIKAN PEMERINTAHAN BAGI PARA SARJANA DAN SARJANA MUDA

Untuk memberikan pengetahuan kepada para pegawai Sarjana dan Sarjana Muda Non APDN dan IIP mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan khususnya pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat perlu diselenggarakan pendidikan Pemerintahan bagi para aparatur Pemerintah Daerah yang berijazah Sarjana dan Sarjana Muda. Program ini sekaligus dikaitkan dengan pelaksanaan Latihan Pra-Jabatan, dan berlangsung selama ± 3 bulan.
E. PROGRAM LAIN-LAIN

Disamping Program tersebut di atas, Pemerintah Daerah dapat pula menyusun program untuk jenis pendidikan dan latihan lainnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah Daerah.

F. KELENGKAPAN MATERI PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pada setiap jenis pendidikan dan latihan, para peserta hendaknya dilengkapi dengan beberapa dokumen penting yaitu:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

4. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/1990-1993/1994, khususnya Bab 26 Pembanguan Daerah dan Bab 30 Aparatur Pemerintah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun V Departemen Dalam Negeri Tahun 1989/1990-1993/1994.

6. Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA Daerah.

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1988 tentang Buku Harian Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembuatan, Pengisian dan Pelaporan Data Monografi Kecamatan.

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1989 tentang Penyampaian informasi Pembangunan Dalam Rangka Peningkatan Gerakan Peranserta Masyarakat dan Pemantapan Fungsi Camat Dalam pengendalian Pembangunan di Wilayah Kecamatan.

10. Dan Lain-lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan.

Disamping itu, dalam rangka peningkatan system Informaso di lingkungan Departemen Dalam Negeri baik di Pusat maupun di Daerah dengan menggunakan peralatan computer, maka untuk berbagai jenis pendidikan dan latihan supaya ditambah dengan mata pelajaran computer (bersifat pengenalan terhadap system computer). Untuk maksud tersebut pada setiap DIKLATPROP dan DIKLATWIL supaya 

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
: 893.3/2931/SJ
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: 2 Oktober 1989 




RENCANA KEGIATAN LATIHAN/KURSUS/PENATARAN

I. Nama Kursus/Latihan/Penataran

II. Latar Belakang diadakannya Kursus/Latihan/Penataran

III. Substansi Kursus/Latihan/Penataran

a. Tujuan yang hendak dicapai

1. Tujuan Umum

2. Tujuan Khusus

b. Pokok/isi Kurikulum Kursus/Latihan/Penataran (Kelas/Lapangan dan Pengasuhan)

IV. Kelompok sasaran (Target Group)

a. Kelompok sasaran

b. Jumlah dan komposisi peserta

c. Persyaratan peserta

V. System latihan

a. Kerangka kurikulum

b. Metode latihan

c. Jangka waktu latihan

VI. Pelatih/Tenaga Pengajar

a. Tim pelatih/tenaga pengajar

b. Tenaga ahli

VII. Bahan/Materi Latihan

a. Daftar modul

b. Kerangka/pokok isi dari masing-masing Jenis modul

VIII. Management/Penyelenggaraan Latihan

a. Organisasi penyelenggara

b. Pembiayaan

c. Fasilitas yang dibutuhkan/fasilitas yang tersedia

d. Sertifikat

e. Waktu/Jadwal kegiatan.

IX. Evaluasi Penyelenggaraan Latihan

X. Hal lain

